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Penelitian ini membahas mengenai perbandingan hukum dimana hak cipta yang dapat dijadikan sebagai
objek jaminan fidusia di Negara Indonesia dan Negara Singapura. Berdasarkan Pasal 16 ayat 3 Undang-
Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa hak cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia hal ini
menyadarkan kita bahwasanya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya mempunyai nilai ekonomis.
Dengan adanya perkembangan masyarakat global, HKI dapat dijadikan agunan untuk mendapatkan kredit
perbankan secara internasional. Dengan adanya pasal tersebut memunculkan masalah baru dimana belum
adanya konsep yang jelas terkait <em>due diligence, </em>penilaian aset HKI, dan lembaga appraisal HKI
di Indonesia, serta belum adanya dukungan yuridis baik dalam bentukperaturan terkait aset HK| sebagai
objek jaminan kredit perbankan maupun revisi mengenai Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 9/6/PBI1/2007
tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum terkait agunan kredit menjadi salah satu faktor utama
mengapa pihak bank belum dapat menerima HKI sebagai objek jaminan kredit perbankan. Dalam
menjaankan fungsinya sebagai |lembaga <em>intermediary</em>, Bank wajib menerapkan prinsip kehati-
hatian, khususnya dalam menyalurkan dana melalui pemberian kredit atau pembiayaan untuk memastikan
mewujudkan konsep tersebut, Indonesia perlu belgjar dari negara-negara yang telah mengatur secarajelas
dan pasti peraturan mengenai HK|I dapat dijadikan sebagai agunan di Bank.

...... This research discusses the comparative law where copyright can be used as an object of fiduciary
security in Indonesia and Singapore. Based on Article 16 paragraph 3 of the Copyright Law which states
that copyright can be used as an object of fiduciary security, this makes us aware that Intellectual Property
Rights (IPR) basically have economic value. Asis development of the global community, IPR can be used
as collateral to get credit banking internationally. The existence of this article raises new problems where
there is no clear concept related to due diligence, IPR asset valuation, and IPR appraisal institutionsin
Indonesia, and there is no juridical support either in the form of regulations related to IPR assets as objects
of bank credit guarantees or revisions to Bank Indonesia Regulations. (PBI) No. 9/6/PBI/2007 concerning
Asset Quality Assessment of Commercial Banks related to credit collateral is one of the main factors why
banks have not been able to accept HKI as objects of bank credit guarantees. In carrying out its function as
an intermediary institution, Banks are required to apply the precautionary principle, particularly in
channeling funds through the provision of credit or financing to ensure that the debtor or customer has the
intention and ability to pay according to the agreement. To realize this concept, Indonesia needs to learn
from countries that have clearly and definitely regulated IPR regulations that can be used as collateral in
banks.
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